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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSI S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa T\rberkulosis masih menjadi masalah
kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah
yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun
sosial, ekonomi, dan budaya;

bahwa untuk mengatasi permasalahan T\rberkulosis
dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia Indonesia, diperlukan upaya
penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan
berkesinambungan;

bahwa peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penanggulangan Tuberkulosis
sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur
kembali ketentuan peraturan perundang-undangan
guna penanggulangan Tuberkulosis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang
Penanggulangan Tuberkulosis;

a.

b.

c.

d.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN

TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh
mgcobacteium htberanlosds, yang dapat menyerang
paru dan organ lainnya.

2. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC

secara berkesinambungan guna menekan angka
penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi
masalah kesehatan.

Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan
yang mengutamakan aspek promotif dan preventif
tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif
untuk melindungi kesehatan masyarakat,
menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau
kematian, memutuskan penularan, mencegah

resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif
yang ditimbulkan akibat TBC.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
danf ata:u tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.

3

4

SK No 069395 A

5. Pemerintah



5

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan,

masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi

atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa,

lembaga swadaya masyarakat, dan mitra
pembangunan yang berperan aktif dalam
pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini ditujukan untuk memberikan

acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah

provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota,
pemerintah desa, dan Pemangku Kepentingan dalam
melaksanakan Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai:

a. target dan strategi nasional Eliminasi TBC;

b. pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC;

6
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c. tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;

d. koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;

e. peran serta masyarakat;

f. pemantaLlan, evaluasi, dan pelaporan; dan

g. pendanaan.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

Pasal 4

Target Eliminasi TBC pada tahun 2030:

a. penurunan angka kejadian (incidence ratel TBC

menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus

ribu) penduduk; dan

b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6
(enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 5

(1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui
penerapan strategi nasional Eliminasi TBC.

(21 Strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penguatan komitmen dan kepemimpinan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,

dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota;
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peningkatan akses layanan TBC yang bermutu
dan berpihak pada pasien;

intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka
Penanggulangan TBC;

peningkatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi di bidang Penanggulangan TBC;

peningkatan peran serta komunitas, Pemangku

Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam
Penanggulangan TBC; dan

penguatan manaj emen program.

Pasal 6

Ketentuan mengenai target dan strategi nasional
Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu

Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

b

c

d

e

f.
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a. pen5rusunan target Eliminasi TBC daerah dengan

mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;

b. penyediaan anggaran yang memadai untuk
Penanggulangan TBC;

c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan yang terlatih untuk mencapai target
Eliminasi TBC; dan/ atau

d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis

kewilayahan.

Bagian Kedua

Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak
pada Pasien

Pasal 8

(1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan
berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penyediaan layanan yang bermutu dalam
penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan

oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
wilayahnya;

b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan

swasta;

c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC

mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;

d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang

digunakan untuk pengobatan TBC;

SK No 069399 A
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e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC

untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara
berjenjang; dan

f. penyediaan sanatorium untuk pasien TBC.

(21 Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi
dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f merupakan fasilitas untuk program layanan
kuratif dan rehabilitatif medis dan sosial dalam
jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara

komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi
kriteria.

(4) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

a. tidak memiliki tempat tinggal tetap;

b. tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan
tindakan pencegahan transmisi tidak bisa
diselenggarakan;

c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan
pendampingan khusus;

d. memerlukan pemantauan khusus karena
terjadinya efek samping atau adanya penyakit
penyerta;

e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat
secara berulang; dan/atau

f. kondisi kronis yang gagal diobati dengan
pengobatan paling terkini yang tersedia.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sanatorium
diatur dengan Peraturan Menteri.

SK No 069355 A
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Bagian Ketiga

Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan
Tuberkulosis

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Intensifikasi upaya kesehatan dalam
Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud
Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a. promosi kesehatan;

b. pengendalian faktor risiko;

c. penemuan dan pengobatan;

d. pemberian kekebalan; dan

e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

rangka
dalam

Pasal 1O

(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka
meningkatkan pengetahLlan, kesadaran, dan
perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.

(21 Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui
kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial
dengan jangkauan yang luas.
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(3) Untuk memperluas pemanfaatan layanan

pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu,
upaya promosi kesehatan kepada masyarakat
dilakukan melalui:

c.

penyebarluasan informasi yang benar mengenai
TBC ke masyarakat secara masif melalui
saluran komunikasi publik;

penyelenggaraan upaya perubahan perilaku
masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan

TBC;

pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
influencer media sosial untuk menyebarkan
materi komunikasi, informasi, dan edukasi
mengenai TBC; dan

penyampaian informasi kepada masyarakat
mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

Paragraf 3

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 1 1

(1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf b dilakukan melalui:

a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;

b. intervensi perubahan perilaku masyarakat;

c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien,

perumahan, dan permukiman; dan

d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang
publik.

a.

b

d

SK No 069402A
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(2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan
Pemangku Kepentingan terkait.

Paragraf 4

Penemuan dan Pengobatan

Pasal 12

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf c dilakukan melalui:

a optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara
pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi
dan komunitas;

pengobatan sesuai dengan standar dengan
konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;
dan

c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan
spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat
diakses oleh seluruh masyarakat.

(21 Penemuan kasus TBC secara pasif intensif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala
TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan
lainnya.

(3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh
tenaga kesehatan dan kader kesehatan;

b. skrining secara massal terutama pada kelompok
rentan dan kelompok berisiko; dan

c. skrining pada kondisi situasi khusus.

b
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(4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada

dinas kesehatan kabupaten/ kota.

(5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk
pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan
tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah
mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas
kesehatan kabupaten / kota.

(6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep

pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan
oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.

(7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dengan menggunakan obat yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (71, pasien TBC mendapatkan:

a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan
tenaga kesehatan;

b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang

diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan nonpemerintah untuk memastikan
keberlangsungan pengobatan sampai selesai;

dan

perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi
terkait dengan penyakitnya.

Pasal 13

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan

pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(6) dilakukan:

c

SK No 069404A
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a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai

standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan
berpihak pada kebutuhan pasien;

c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang
mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;

d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan
kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan

e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau
sistem yang standar.

Paragraf 5

Pemberian Kekebalan

Pasal 14

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf d dilakukan melalui imunisasi yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 15

(1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf e ditujukan kepada kontak
dengan pasien TBC, orang dengan Human
Immunodeficiencg Vints (HIVI I Acquired Immuno
Deficiency Sgndrome (AIDS) yang terbukti tidak
menderita TBC, dan orang yang mengalami
penurLlnan fungsi sistem imun.

SK No 069405 A
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(21 Pemerintah Daerah harus memastikan pemberian

obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan

Kesehatan sesuai standar.

(3) Obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan obat yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(1) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi

di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan

melalui:

advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;

dan

a.

b. fasilitasi penelitian dan pengembangErn untuk
mendukung Penanggulangan TBC.

(21 Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang

mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait
alat diagnostik, obat, dan vaksin yang

berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC;

SK No 069406 A
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b. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait

pemberian layanan dan upaya Penanggulangan

TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan

c. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait

upaya perubahan perilaku masyarakat yang

dapat mendukung Eliminasi TBC.

Bagian Kelima

Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan

Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan T\rberkulosis

Pasal 17

(1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku

Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam

Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

a. pembentukan wadah kemitraan; dan

b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan

TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan

pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi

dalam rangka peningkatan sumber daya yang

dibutuhkan.

(2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku

Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam

Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

SK No 047002 A
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Bagian Keenam

Penguatan Manajemen Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:

a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan

program;

b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam

pengelolaan program Penanggulangan TBC;

c. penguatan sistem pendanaan TBC;

d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC;

dan

e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan

TBC.

Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a

dilakukan melalui:

SK No 069408 A
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penyusunan analisis kebutuhan dan rencana
pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan

Penanggulangan TBC secara berkala;

perencanaan, pemantatlan, dan analisis
ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

dan nonpemerintah; dan

pen5rusunan laporan tahunan kemajuan
Penanggulangan TBC setelah mendapatkan
tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan

multisektor.

Paragraf 3

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program
Penanggulangan Tuberkulosis

Pasal 2O

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam
pengelolaan program Penanggulangan TBC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:

a. penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan

program Penanggulangan TBC dan penyediaan

tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;

c. perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan

bagi tenaga dalam pengelolaan program

Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di
tingkat kabupaten/kota; dan

d. memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam
semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.

SK No 069409 A
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Pasal 22

Penguatan sistem manajemen pengelolaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dilakukan melalui:

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t7-
Paragraf 4

Penguatan Sistem Pendanaan T\rberkulosis

Pasal 2 1

(1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:

a. pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat
terkait obat anti TBC, sistem transportasi
spesimen, dan reagen alat diagnostik
dianggarkan melalui program nasional; dan

b. pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan

pasien TBC dibebankan kepada pendanaan
jaminan kesehatan.

(21 Pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi semua pendanaan untuk pelayanan

kesehatan yang diberikan berdasarkan indikasi
medis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

obat TBC

huruf d

penyediaan seluruh kebutuhan obat TBC yang
diperlukan dalam mencapai target Eliminasi TBC,
termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC;

SK No 069410 A
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b. penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC;

c. mendorong produksi obat TBC di dalam negeri yang
bermutu dan terjangkau; dan

d. menyederhanakan tata aturan pengadaan obat dan
sarana diagnostik TBC yang belum dapat diproduksi
di dalam negeri sesuai asas efisiensi anggaran.

Paragraf 6

Peningkatan Motivasi Dukungan Penanggulangan T\rberkulosis

Pasal 23

Peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e

dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:

a. Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam
Penanggulangan TBC;

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kader kesehatan
yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan
TBC di wilayahnya; dan

c. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang
berkontribusi besar dalam pencapaian target
Penanggulangan TBC.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal24

(1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan
Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

SK No 069411 A
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a. menetapkan kebijakan terkait Penanggulangan

TBC;

b. melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC

secara terintegrasi;

c. menyediakan sumber daya yang diperlukan
dalam Penanggulangan TBC;

d. melakukan mitigasi dampak psikososial dan
ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan
keluarganya; dan

e. melakukan upaya perlindungan sosial dan
pemberdayaan kepada pasien TBC dan
masyarakat terdampak TBC.

(21 Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC,

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah dan
rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai

salah satu prioritas kesehatan di daerah;

b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan
kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;

c. menyediakan pendanaan kegiatan
Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;

d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya
manusia untuk mencapai target standar
pelayanan minimal terkait Penanggulangan
TBC;

e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif
dan cepat dengan melibatkan masyarakat;

f. memastikan semua orang yang terdiagnosis
TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem
informasi TBC;

SK No 069412A
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g. memberikan pengobatan pencegahan TBC

kepada populasi rentan;

h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan
ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan
keluarganya; dan

i. men)rusun dan menetapkan kebijakan dari
gubernur dan bupati/wali kota untuk
mendorong pasien TBC menjalankan
pengobatan sampai selesai.

Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dan ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan cara:

a. memberikan jaminan kesehatan dan
perlindungan sosial;

b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan
layanan dan dalam kehidupan masyarakat;

c. menyelenggarakan program pemberdayaan
untuk meningkatkan kemandirian pasien dan
keluarga;

d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk
mendapat pekerjaan yang layak; dan

e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC
resisten obat dalam upaya Penanggulangan
TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan
ekonomi dan sosial.

BAB V

KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 25

(1) Dalam rangka
Penanggulangan TBC,
Penanggulangan TBC.

koordinasi
dibentuk tim

percepatan
percepatan

SK No 069413 A
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(21 Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas

mengoordinasikan, mensinergikan, dan

mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi
TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

(3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan

Pelaksana.

Pasal26

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (3) memiliki tugas:

a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan
percepatan Penanggulangan TBC ;

b. memberikan pertimbangan, saran, dan

rekomendasi penyelesaian kendala dan

hambatan dalam percepatan Penanggulangan

TBC; dan

c. melaporkan pelaksanaan percepatan

Penanggulangan TBC kepada Presiden 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (3) memiliki tugas:

a. menJrusun rencana kerja tahunan untuk
mencapai target Eliminasi TBC;

b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber

daya dalam rangka percepatan Penanggulangan

TBC;

SK No 069414 A
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mengoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;

melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;

dan

melaporkan pelaksanaan percepatan

Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)', Pelaksana dibantu oleh sekretariat
yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu
unit kerja di lingkungan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Pasal27

Susunan keanggotaan tim percepatan Penanggulangan

TBC terdiri atas:

a. Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan; dan

2. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.

b. Pelaksana

Ketua : Menteri Kesehatan.

c

d

e

SK No 069415 A
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Anggota 1

2

3

4

5

6

7

8

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Agama;

Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Menteri Keuangan;

Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

Menteri Sosial;

Menteri Ketenagakerj aan;

Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralryat;

Menteri Komunikasi dan
Informatika;

Menteri Desa,

Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi;

Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Menteri Badan Usaha Milik
Negara;

Sekretaris Kabinet;

Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional; dan

Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

9

10

11

t2.

13

t4

SK No 069416 A
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Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan
Penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

(21 Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
mengoordinasikan, mensinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi
TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi
dengan melibatkan lintas sektor di daerah.

(3) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat
provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(4) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat
kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan
TBC berdasarkan prinsip kemitraan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan
TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
khususnya yang bersifat promotif, preventif,
dan rehabilitatif;

b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang
bersifat komplementer;

c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi
terhadap kasus TBC di masyarakat;

SK No 069417 A
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d. memberikan masukan dalam pen5rusunan

kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC;
dan

membantu melaksanakan mitigasi bersama
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang
dihadapi pasien TBC resisten obat dan
keluarga.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

(1) Dalam pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC
dilakukan:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya
kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan untuk memastikan tercapainya target
percepatan Eliminasi TBC.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

Pasal 31

(1) Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait
melakukan pemantauan dan evaluasi serta
men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan
Eliminasi TBC.

e

SK No 069418 A
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(21 Gubernur dan bupati/wali kota melakukan

pemantauan dan evaluasi serta men)rusun laporan
pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(41 Hasil evaluasi Penanggulangan TBC di tingkat pusat
dilaporkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga terkait kepada Presiden
melalui Menteri.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

(1) Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,
serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pendanaan upaya Penanggulangan TBC dipenuhi
melalui komitmen pendanaan Pemerintah Pusat,
komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan
pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program
jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta
mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

SK No 047003 A
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

rtd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
i Hukum,

ttd
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tKt
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Si Djaman



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESTA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULO SI S

TARGET DAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

A. TARGET

1. rNDrr(ATOR DAMPAK ITMPACTT

No.
Indlkator

Target dan Tahun
Pencapalea

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lcmbaga|

Pthak Pendukung

1 Penurunan Angka
(incidence ratel TBC.

Kejadian Target tahun 2030: 65
per 100.000 penduduk

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

SK No 002135C
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I{o,
Indik*tor

Trrget dar' trhun
Pencalmi*n

Foaaaggrrng
Jawab

Keme nteriau / I"embaga 1

Pthnk Pendukrug

Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan,

Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Ralryat, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi

Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah

Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan

Pemangku Kepentingan.

SK No 045508 C
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Iilo.
Indlkator

Trrget dcn fehun
Pcncelnian

Pouanggung
.Iawah

KemsnteriauILembaga/

Ptfr*k Fendufnmg

2 Penurunan Angka Kematian Akibat
TBC.

Target tahun 2O3O: 6
per 100.000 penduduk

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan,
Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralryat, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan
Pemangku Kepentingan.

SK No 045509 C
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2. rNDrr(ATOR LUARAN (OU"COMEI

l$o" Indlhttx Iargst drn Tah[fi
Porealn[an

Peuangguug
.Iawah

Knmenterta*/Lemh*ga/

Pth*k Ferdutung

1 Cakupan Penemuan

Pengobatan TBC.

dan Target tahun 2O3O:95%o Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 0455i0 C
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IYo. Iudlhtor farget dar Tahua
Pencapaiar

Prnanggung
Jawah

Kementerian/Lembage|

Pihak Pendukung

2 Persentase Angka Keberhasilan
Pengobatan TBC.

Target tahun 2024:gooh Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 003241 C
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Ilo. Irdltrtar targct dm T*hau
Pcncrpai*n

Penrngung
Jawah

KemcEterianlLembap/

Pihf,L Pcrduluag

3 Cakupan Penemuan dan
Pengobatan TBC Resisten Obat.

Target tahun 2024: 8Oo/o Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045512C
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f,o. Irdthtor Targct dar Tahur
Pencapaian

Penangung
Jaueh

KemonterienlLombaga/

Pihak P*ndutuag

4 Persentase Pasien TBC

Resisten Obat yang memulai
pengobatan.

Target tahun 2024: 95o/o Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045513 C
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ilo. Irdltator Targot dar T*hua
Penctpeian

Prn*nggrng
*I*wah

Kementerianl L,embega/

Rth*k P*ndukuug

5 Persentase Angka Keberhasilan
Pengobatan TBC Resisten Obat.

Target tahun 2024: 8Oo/o Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045514C
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Ifo* IndiLator
Targct d*r Tehun

Fercalrairn
kn*ngung

*Iar*,h

KemcntarianlLeuboga/

Pihak Pendukurg

6 Cakupan Penemuan Kasus
TBC pada Anak.

Target tahun 2024:gooh Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangarr, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan lnformatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045515 C
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I{o. Indltator Target 4ar Trhua
Pencapaien

Fen*ngxng
Jawnb

Ilemente riarl Lcmbega/

Pihf,k Perduknrg

7 Cakupan Pemberian Terapi
Pencegahan TBC (TPT).

Target tahun 2024: 9Oo/o Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045516 C

8. Persentase. .
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Itlc. Iudlhtor Target dan T*hnn
Pcncagni*n

P+n*agn*g
nlavah

KementcrianlLeubagl/

Pthak P*ndukurg

8 Persentase Pasien

Mengetahui Status HIV.

TBC Target tahun 2024: 9Oo/o Kementerian
Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian
Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045517 C

B. STRATEGI . .
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B. STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TBC

Proscs Bisnis Kegiaten Kcluaraa lOut;ltr,tl

Target daa
Tahun

Pencapaiau

Penanggung
Jawab

KementerianILembaga/

Pihak Peuduhrng

Strategi 1: Pelguat8! KotrltEe! datl Kcpcmlmpllan Pcmcrlntah Pulat, PeEerirtah Daerah Provirrsi, da! Pemerhtrh Daerrh
Kabupate!/ Nota

a. Pen5rusunan target
Eliminasi TBC
daerah dengan
mengacu pada
target Eliminasi
TBC nasional'

1. Menyelenggara-
kan forum
kepemimpinan
percepatan
Eliminasi TBC
di tiap
tingkatan.

Terselenggaranya rapat
koordinasi tahunan
yang dihadiri oleh
pimpinan tertinggi
pada tiap tingkatan
yaitu pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota.

Minimal 1

(satu) kali
dalam satu
tahun

Sekretariat
Kabinet,
Pemerintah
Daerah provinsi,
dan Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.

SK No 045518 C

2. Meningkatkan. . .
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kosee Bfunis Kegiatan Keluaran l0ufilrutl
Target dan

Tahua
Pencapaian

Penangguag
Jawab

Kementeriaa/Lembry{

Pihak Peadukung

2. Meningkatkan
keterlibatan
Pemangku

Kepentingan.

Terselenggaranya rapat
koordinasi tahunan
yang dihadiri oleh

Pemangku

Kepentingan.

Minimal 2

(dua) kali
dalam satu
tahun

Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan

Manusia dan
Kebudayaan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional lBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

SK No 045519 C

b. Penyediaan
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaras l0tttputl
Target dan

Tahun
Pencapaian

Peuauggung
Jasab

Kerenteriaa/t embaga.|

Pihak Pendukung

b. Penyediaan

anggaran yang
memadai untuk
Penanggulangan

TBC;

1. Mengembang-

kan kebijakan
terkait
komitmen
pendanaan

dalam
percepatan

Eliminasi TBC

yang

komprehensif.

Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang
menjadikan TBC

sebagai salah satu
prioritas utama yang
dicantumkan dalam
RPJMD, RKPD, dAN

Renstra perangkat

daerah.

Target

tahun 2024:

Seluruh
provinsi dan
kabupaten/
kota

Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian
Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota.

SK No 045520 C

2. Meningkatkan
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REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiatar Keluaraa l0utputl
Target daa

Tahun
Peueapaian

Peranggung
Jawab

KemeateriaalLembaiga,l

Pihak Pendukung

2. Meningkatkan
advokasi dan
kapasitas
Pemerintah
Daerah.

Tersusunnya strategi
advokasi percepatan

Eliminasi TBC untuk
Pemerintah Daerah.

Target

tahun 2O2l

1 kebijakan

/ strategi

Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian Kesehatan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

SK No 045521 C

c. Pemenuhan
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REPUBLIK INDONESIA
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Prosee Btsnis Kegtatan Keluaraa l(}ufiltttl
Target dan

Tahun
Pencapaian

Penanggung
Jasab

Kereateriau/Lembaga,(

Pihak Pendukung

Pemenuhan

kebutuhan
sumber daya
manusia
kesehatan yang

terlatih untuk
mencapai target
Eliminasi TBC;

c Mengembangkan

kebijakan terkait
dukungan sumber
daya manusia
kesehatan dalam
percepatan

Eliminasi TBC

yang
komprehensif.

Terpenuhinya sumber
daya manusia
kesehatan yang
terlatih dan memadai,

baik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

maupun di tingkat
pengelolaan program
di setiap

kabupaten/kota dan
provinsi.

Tercapainya
rasio ideal
pengelola

program
TBC terlatih
pada tahun
2024

Kementerian
Dalam Negeri

dan Kementerian
Kesehatan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

SK No 045522C

d. Penyelenggaraan
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Proses Bisnls Kegtetan Keluaraa loutpuQ
?arget dan

Tahun
Pencapaian

Perauggurg
Jawab

IEemeuteriau/kmba,gaI

Pihak Pendukung

d. Penyelenggaraan
Penanggulangan
TBC berbasis
kewilayahan.

Mengembangkan
strategi
Penanggulangan
TBC berbasis
kewilayahan
untuk
mempercepat
pencapalan
Eliminasi TBC
nasional secara
bottom-up melalui
terciptanya desa
siaga TBC dan
kabupaten/kota
bebas TBC
sebelum tahun
2030.

Terlaksananya
kegiatan pembentukan
desa siaga TBC yang
berfungsi optimal
berlandaskan situasi
dan nilai budaya
setempat untuk
mendorong
tercapainya
kabupaten/kota yang
bebas TBC.

1. Tercapai-
nya
target
lOOo/o

pemben
tukan
desa
siaga
TBC pada
tahun
2024

2. Tercapai
nya 100%
kabupa
ten bebas

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten lkota.

SK No 0455'23 C

TBC
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Proses Bisnis Kegiatau Keluarau ptttputl
Target dan

Tahun
Peneapaiau

Penangguag
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pilrak Pendukung

TBC pada
tahun
2030

Strategi 2 : Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien

a. Penyediaan
layanan yang
bermutu dalam
penatalaksanaan
TBC yang
diselenggarakan
oleh Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan di
wilayahnya;

1. Mengoptimal-
kan upaya
penemuan
kasus TBC
secara aktif,
massif, dan
pasif intensif.

1. Tersedianya
kebijakan,
penemuan deteksi
dini, diagnosis, dan
tata laksana TBC
yang komperehensif
dan terintegrasi.

Target
tahun 2022:
1 kebijakan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
dan organisasi profesi.

SK No 003225 C

2. Tersedianya
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REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiatar Keluaraa l(htfrllufi
Target dan

Tahun
Pencapaiaa

Penaaggung
Jawab

Kementeriar/t embaga|

Pihak Pendukung

2. Tersedianya sarana
diagnostik yang
sensitif dan spesifik
untuk penyakit TBC
yang bisa diakses
oleh seluruh
masyarakat.

Setiap
tahun
sesuai
target
pengemba-
ngan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Terlaksananya
deteksi dini TBC
pada kelompok
rentan dan
kelompok berisiko,
dan pada kondisi
situasi khusus.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian Agama,
Kementerian Ketenagakedaan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SK No 045525 C

4. Tersedianya
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Prosee Bfuni8 Kegiatan Keluaran l(}utpu$
Target dan

Tahun
Penealniaa

Penaaggur,g
Jawab

Keseateriail[,elu'btgal

Pihak Pendukung

4. Tersedianya
dukungan kebijakan
untuk pelaksanaan
skrining TBC pada
calon santriwan-
santriwati baru saat
akan masuk pondok
pesantren.

Target
tahun 2022
1 kebijakan

Kementerian
Agama

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian
Kesehatan.

5. Tersedianya
dukungan kebijakan
untuk pelaksanaan
skrining TBC pada
peserta didik.

Target
tahun 2O2l:
1 dukungan
kebijakan

Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset, dan
Teknologi,
Kementerian
Agama, dan
Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian
Kesehatan.

SK No 045526C

6.Tersedianya...
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Proses Blsnls Kegiatau Keluaran lolufttuq

Target dan
Tahua

Peneapaian

Penaaggung
Jawab

KeneutcriaslLembagal

Pihak Pendukung

6. Tersedianya
dukungan kebijakan
untuk pelaksanaan
skrining dan
pengobatan TBC
pada pekerja.

Target
tahun 2O2l:
1 dukungan
kebijakan

Kementerian
Ketenagakerjaan

Kementerian Perencanaan
Nasional/Badan
Pembangunan Nasional,
Kesehatan, dan Badan
Jaminan Sosial Kesehatan.

Pembangunan
Perencanaan
Kementerian

Penyelenggara

2. Mengoptimal-
kan upaya
penanganan
kasus TBC
yang
berkualitas
sesuai standar
dan berpihak
pada pasien.

1. Tersedianya
standarisasi tata
laksana dan mutu
pelayanan TBC.

Target
tahun 2O2l:
1 pedoman

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
dan organisasi profesi.

SK No 045527 C

2.Tersedianya...
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Proses Bisnis Kegiatau Keluaran lOutputl
Target dan

Tahun
Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pihak Pendukung

2. Tersedianya standar
akreditasi
pelayanan TBC
pada fasilitas
kesehatan tingkat
pertama dan
fasilitas kesehatan
rujukan tingkat
lanjutan.

Target
tahun 2022:
1 standar

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
organisasi profesi, asosiasi fasilitas
pelayanan kesehatan, dan komite
akreditasi.

3. Tersedianya sistem
dalam pemantauan
minum obat pasien
TBC.

Target
tahun 2023:
1 sistem

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

SK No 003221 C

b.Optimalisasi...
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaran l0utputN,

Target dan
Tahua

Pencapaian

Penaaggung
Jawab

Ke meuterian/ I"cmb aga, I
Pihak Pendutung

b. Optimalisasi
jejaring layanan
TBC di Fasilitas
Pelayanan

Kesehatan milik
pemerintah dan
swasta;

Menguatkan
jejaring pelayanan
baik pemerintah
maupun swasta.

1. Tersedianya

kebijakan terkait
penerapan wajib
notifikasi untuk
semua Fasilitas
Pelayanan

Kesehatan.

Target

tahun 2O2l:
1 kebijakan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

SK No 045530 C

2. Tersedianya
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lthttputl
Target daa

Tahun
Peneapalaa

Peaanggung
Jawab

Kemeateriau/Lembagal

Pihak Pendukung

2. Tersedianya
peningkatan
kapasitas fasilitas
pelayanan

(penguatan

infrastuktur
pengembangan

sarana dan
prasarana,
laboratorium,
ekspansi pelayanan

TB RO).

Target

tahun 2024:

8Oo/o

kabupaten/
kota
memiliki
minimal 1

Fasilitas
Pelayanan

Kesehatan

rujukan TB

RO

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

SK No 045531 C

3.Tersedianya...
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaraa l0u@iu4

?arget dan
Tahun

Peacapaian

Penangguag
Jawab

Kementeriau/Lembagel

Pihak Pendukung

3. Tersedianya
kebijakan pelibatan
sektor swasta dalam
pelayanan TBC.

Target
tahun 2022:
1 kebijakan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Tersedianya regulasi
dan kerjasama
sektor swasta untuk
meningkatkan akses
diagnostik dan
pengobatan pasien
TBC (pengiriman
sampel/contoh uji
dan obat untuk
pasien TBC).

Target
tahun 2022:
1 kebijakan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, Kementerian
Keuangan, dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.

SK tJo 045532 C

5.Tersedianya...
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Proses Bisnis Kegiatau Keluaraa pu@rutl
Target dan

Tahun
Peacapaian

Penanggung
Jawab

Kementerian/Iembagal

Pihak Pendukung

5. Tersedianya
kebijakan dan
melakukan
penggerakan
pelaksanaan agar
pelayanan TBC di
rumah tahanan
/lembaga
pemasyarakatan
/rumah detensi/
fasilitas kesehatan
dari jajaran
Kementerian
Hukum dan HAM
dilaksanakan sesuai
standar.

Target
tahun 2O2l:
1 kebijakan

Kementerian
Hukum dan
HAM

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian
Kesehatan.

SK No 045533 C

c. Pelaksanaan .
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran l0utputl
Target dau

Tahun
Peueapaian

Penaaggung
Jawab

Kementeriaa/Lemba,ga.l

Pihak Pendukung

Pelaksanaan

sistem rujukan
pasien TBC

mengikuti alur
layanan TBC yang
ditetapkan oleh

Pemerintah
Daerah;

c Pemerintah

Daerah men)rusun
regulasi dan alur
sistem rujukan
baku untuk
rujukan diagnosis
dan pengobatan

(termasuk
pengiriman
sampel/contoh uji
dan obat untuk
pasien TBC) yang

1. Tersedianya regulasi
sistem rujukan
diagnosis dan
pengobatan pasien
TBC.

2. Tersedianya
dukungan
pendanaan untuk
sistem rujukan
diagnosis/pengobat
afl, pengiriman
sampel uji dan obat
dari Pemerintah
Daerah.

Seluruh
kabupaten/
kota
menetapkan
regulasi,
alur
rujukan,
dan
pendanaan
berkesinam-
bungan
setiap
tahun,
dimulai
pada tahun
202t

Kementerian
Dalam Negeri

dan Kementerian
Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan.

SK No 003226C

menjadi. . .
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froses Bisnts Kegiatan Keluarau lOtrtputl
Target dao

Tahun
Peaeapaiau

Penaagguu,g

Jasab

Keueuterian/Lembagel

Pihak Pendukung

menjadi prosedur

baku di masing-
masing
kabupaten/kota
dan provinsi,
termasuk aspek
pembiayaannya.

d. Pemenuhan dan
penjaminan mutu
obat yang
digunakan untuk
pengobatan TBC;

Pemenuhan dan
penjaminan mutu
obat yang
digunakan untuk
pengobatan TBC.

1. Tersedianya

anti TBC

berkualitas
pasien TBC.

obat
yang

untuk

Tiap tahun
sesuai

target
penemuan

kasus TBC

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara.

SK No 045535 C

2. Tersedianya
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Proses Bisnis Keglataa Keluaran {Ou@uQ

Target dan
Tahua

Peacapaiau

Penanggurg
Jawab

Kemeuteriaa/I,emba$al

Pihak Pendukung

2. Tersedianya
kebijakan terkait
produksi dan
pemenuhan
kebutuhan obat anti
TBC dari dalam
negeri.

Target
tahun 2022:
1 kebijakan

Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, dan
Kementerian Kesehatan.

3. Terlaksananya
pemantauan
kualitas dan
farmakovigilans
obat anti TBC.

Setiap
tahun

Badan Pengawas
Obat dan
Makanan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian
Kesehatan.

SK No 045536 C

e. Pembinaan
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Proses Bisnis Kegiatau Keluaran JOu.tpufi

Target dan
Tahun

Feneapalan

Peaanggung
Jawab

Kemeuteriau/Lembagal

Pihak Pendukung

e. Pembinaan teknis
dan supervisi
layanan TBC

untuk Fasilitas
Pelayanan

Kesehatan

dilaksanakan oleh

Pemerintah
Daerah secara

berjenjang;

Melakukan upaya
penJamlnan mutu
layanan melalui
kegiatan
pembinaan teknis
dan supervisi
yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah
Daerah secara
periodik dan
berjenjang dengan
melibatkan koalisi
organisasi profesi
dan asosiasi
fasilitas
pelayanan
kesehatan
setempat.

Terlaksananya
kegiatan pembinaan
teknis dan supervisi
layanan secara
berjenjang dan
berkesinambungan
untuk menjamin
kualitas layanan TBC
di semua Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

Setiap

tahun
Kementerian
Dalam Negeri

dan Kementerian
Kesehatan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

organisasi profesi di tingkat pusat dan
daerah yang dikoordinasi dalam wadah
koalisi organisasi profesi untuk
Penanggulangan TBC (KOPI TB), dan
asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

SK No 045537 C

f.Penyediaan...
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaraa lOutprut|,

Target dan
Tahua

Peacapaian

Peuaagguag
Jawab

Kementeriaa/Lembaga,|

Plhak Pendutung

f. Penyediaan

sanatorium untuk
pasien TBC.

Menyelen ggara-

kan pelayanan
untuk pasien TBC

di sanatorium.

1 Tersedianya

dukungan psiko-
sosio-ekonomi pada

pasien TBC.

Setiap

tahun
Kementerian
Sosial dan
Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

2. Tersedianya

bangunan untuk
sanatorium untuk
penanganan pasien

TBC secara

komprehensif.

Target

tahun 2022:

3 bangunan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementerian
Dalam Negeri.

SK No 045538 C

3. Tersedianya



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiratan Keluaran |Outpu$
?arget dan

Tahua
Pencapaiau

Peaanggurg
Jasab

Ke me nterian / I"e mb aga. I
Pihak Pendukung

3. Tersedianya sarana,
prasarana, tenaga,

dan dukungan
psiko-sosio-ekonomi
yang dibutuhkan
untuk sanatorium.

Target

tahun 2023:

3

sanatorium
berfungsi

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian
Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

SK No 045539 C

Strategi 3:



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisris Keglatan Keluaran lOufillui
Target dan

?ahun
Peneapaian

Penaaggung
Jawab

Kementeriaa/Lembaga|

Pihak Pendukung

Strategi 3: Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TBC;

a. Promosi
kesehatan;

1. Penyebarlua-

san informasi
yang benar
mengenai TBC

ke masyarakat
secara masif
melalui saluran
komunikasi
publik.

Terlaksananya
kampanye nasional
pencegahan dan
pengendalian TBC.

3 kanall
metode per

tahun

Kementerian
Komunikasi dan
Informatika

Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perhubungan, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, Pemangku Kepentingan,
dan organisasi masyarakat.

SK No 045540 C

2.Penyelenggara-...
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Proses Bfunis Keglatau Keluaran l(http,utl
Target daa

Tahun
Pencapaian

Penangguag
Jawab

Kemeuteriaa/Lembagal

Pihak PenduAung

2. Penyelenggara-

an upaya
perubahan
perilaku
masyarakat
dalam
pencegahan

dan
pengobatan

TBC.

Tersusunnya
kebijakan dan strategi
kampanye nasional
dan komunikasi
perubahan perilaku.

Target

tahun 2O2l:
1 kebijakan

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

SK No 045541 C

3. Pelibatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35 -

Proses Bisrfu Keglatan Keluaran |oudlru$

?arget dau
Tahun

Peneapaiaa

Penaaggung
Jawab

Kementerian/Lembaga,[

Pihak Pendukung

3. Pelibatan tokoh
masyarakat,
tokoh agama,

dan influencer
media sosial

untuk
menyebarkan
materi
komunikasi,
informasi, dan
edukasi
mengenai TBC.

Tersusunnya pedoman

dan materi
komunikasi, informasi,
dan edukasi mengenai

TBC

Target

tahun 2O2l:
1 pedoman

dan 1 set

materi
Komunikasi
Informasi
dan
Edukasi
(KrE) rBC

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

SK No 045542C

4. Penyampaian
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Proses Bisnls Kegiatan Keluaran lOutput|-

Target dan
Tahun

Peaeapaiar

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lembagai

Pihak Peadukung

4. Penyampaian

informasi
kepada

masyarakat
mengenai

layanan TBC

yang sesuai

standar.

Tersedianya laman
informasi online yang
bisa diakses secara
luas oleh masyarakat
mengenai Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
yang menyediakan
layanan TBC sesuai

standar.

Target

tahun 2022:
laman
informasi
layanan
TBC sesuai

standar
tersedia

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi,

dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SK No 045543 C

b. Pengendalian



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisais Kegiatan Keluaran lOutpat|,

Target dan
Tahun

Pencapaiar

Penaaggung
Jawab

Kementerian/IembaEel

Pihak Pendukung

b. Pengendalian

faktor risiko;
1. Peningkatan

derajat
kesehatan
perseorangan.

Pemberian nutrisi
tambahan untuk
pasien TBC dan
keluarga pasien
terdampak yang rentan
tertular TBC.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Sosial, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupaten f kota, Pemangku
Kepentingan, dan organisasi masyarakat.

2. Intervensi
perubahan
perilaku
masyarakat.

Pemberian penyuluhan
kepada semua pasien
TBC, keluarga, dan
masyarakat terdampak
terkait dengan
pencegahan TBC
secara benar.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenfkota, Pemangku Kepentingan,
dan organisasi masyarakat.

SK No 045544C

3. Peningkatan...



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lchttpuQ

?arget dan
Tahun

Peneapaian

Peaaagguag
Jawab

Kemeuteriaa/Lcmbage|

Pihak Pendutung

3. Peningkatan
kualitas rumah
tinggal pasien,
perumahan,
dan
permukiman.

Tersedianya kebijakan
dan terlaksana
intervensi tentang
peningkatan kualitas
rumah pasien,
perumahan, dan
permukiman.

Target
tahun 2O2l:
1 kebijakan

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Ralryat

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kementerian
Kesehatan.

4. Pencegahan
dan
pengendalian
infeksi TBC di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan dan
rurang publik.

1. Tersedianya update
pedoman
pengendalian infeksi
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan.

Target
tahun 2O2l
1 pedoman

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan organisasi
profesi.

SK Nlo 045545 C

2. Tersedianya



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaraa lolufilruQ

Target daa
Tahun

Pencapaiaa

Penangguag
Jawab

Kementeriaa/Lemba,gaf

Pihak Pendukung

2. Tersedianya
prasarana
pengendalian
penyakit
penyakit TBC

sarana
dalam

infeksi

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

c. Penemuan
pengobatan;

dan 1. Optimalisasi
upaya
penemuan
kasus TBC
secara pasif
intensif
berbasis
Fasilitas
Pelayanan

1. Terselenggaranya
kegiatan
intensihkasi dan
integrasi penemuan
pasien TBC di setiap
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Setiap
tahun
sesuai
dengan
target
cakupan
pengobatan
pada
indikator
luaran.

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembanguhan
Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

SK No 045546C

Kesehatan



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

_40 _

Proses BIsEis Keglatan Keluaran l(httputl
Target daa

Tahua
Peueapaian

Penanggurg
Jawab

Kementcriaa/Lembagal

Pihak Pendukung

Kesehatan
secara
berbasis
institusi
komunitas

dan
aktif

dan

2. Terselenggaranya

kegiatan penemuan

pasien TBC secara

aktif berbasis
institusi dan
komunitas melalui
pelacakan kontak
dan skrining massal

di daerah dengan

beban kasus TBC

yang besar.

Setiap

tahun
sesuai

dengan

target
cakupan
pengobatan

pada

indikator
luaran.

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SK No 045547 C

2. Memberikan .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaran l0ufilruQ

Target dan
Tahun

Peucapaiau

Penanggung
Jawab

Keaeateriaa/Lembagal

Pihak Pendutung

2. Memberikan
pengobatan
sesuai dengan
standar sampai
tuntas dengan
konsep
pengobatan
yang berpihak
pada pasien.

Tersedianya sarana
dan akses terhadap
pengobatan dan tata
laksana yang
berkualitas untuk
semua jenis dan tipe
TBC (TBC par-u/ekstra
paru, TBC
sensitif/resisten Obat)
tanpa membedakan
kelompok umur dan
status Human
Immunodeficiencg Vints
(Hrv).

Setiap
tahun
sesuai
dengan
target
keberhasi-
lan
pengobatan
pada
indikator
luaran.

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Badan Penyelenggara Jarninan
Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

SK No 045548 C

3. Penyediaan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisds Keglaten Keluaran lOu@utl

Target dan
Tahua

Pencapaian

Penangguug
Jawab

Kementerian/Iembagal

Pihak Pendukung

3. Penyediaan
sarana
diagnostik yang
sensitif dan
spesifik untuk
penyakit TBC
oleh
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah yang
dapat diakses
oleh seluruh
masyarakat.

Tersedianya sarana
dan akses terhadap
skrining dan diagnosis
yang berkualitas
untuk semua jenis dan
tipe TBC (TBC
paru/ekstra paru, TBC
sensitif/resisten obat)
tanpa membedakan
kelompok umur dan
status Human
Immunodeficiencg Virus
(Hrv).

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Setiap
tahun
sesuai
dengan
target
cakupan
dan
keberhasi-
lan
pengobatan
pada
indikator
luaran.

SK No 045549 C

d. Pemberian .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lOutpufl
Target dan

Tahun
Peacapaian

Penaaggung
Jasab

Kementeriaa/Lembryal

Pihak Pendukung

d. Pemberian

kekebalan;

Memberikan
kekebalan kepada
masyarakat
terhadap penyakit
TBC.

1 Tersedianya vaksin
untuk pencegahan

TBC (BCG dan/atau
vaksin baru TBC)

dan peningkatan
cakupan vaksinasi
BCG.

Setiap

tahun
sesuai

target

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementerian
Keuangan.

2. Reviu efektihtas dan
eJficacg vaksin BCG.

Target

tahun 2022:

1 reviu

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementerian
Keuangan.

SK No 045550 C

e.Pemberian...



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bisnis Kegiatau Keluaran @lfiputl
?arget dan

Tahun
Pencapaiaa

Penangguag
Jawab

Kementeriau/I,emba,gal

Pihak Pendukung

e. Pemberian
pencegahan.

obat Mengoptimalkan
Terapi
Pencegahan TBC
(TPT) pada orang
yang kontak
dengan pasien
TBC, orang
dengan Human
Immunodeficiencg
Virus
(Hlv) I Acquired
Immuno Deficiencg
Sgndrome

1. Tersedianya
pedoman
pelaksanaan
Terapi Pencegahan
rBC (TPT).

Target
tahun 2O2l:
1 pedoman

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan
Nasional/Badan
Pembangunan Nasional.

Pembangunan
Perencanaan

SK No 045551 C

(AIDS)
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaraa l(htfilrui
Target dan

Tahun
Peneapaian

Peoanggung
Jawab

Kementeriaa/LembageI

Pihak Pendukung

(ArDS)

terbukti
menderita
dan orang
mengalami
penurLrnan
sistem imun

yang
tidak
TBC,
yang

fungsi

2. Tersedianya obat
Terapi Pencegahan

rBC (rPr).

Setiap

tahun
sesuai

target

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupatenlkota.

SK No 045552C

3. Terlaksananya



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaran l0utputl
Target dan

Tahun
Peucapaian

Penangguug
Jawab

Kementeriaa/Lemb*;et

Pihak Pendukung

3. Terlaksananya
Terapi Pencegahan
TBC (TPT) pada
orang kontak
dengan TBC, orang
dengan Human
Immunodeficiencg
Vints (HIV) I Acquired
Immuno Deficiencg
Sgndrome (AIDS)
yang terbukti tidak
menderita TBC, dan
orang yang
mengalami
penurunan fungsi
sistem imun.

Setiap

tahun
sesuai

target

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian Agama,

Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

SK No 045553 C

Strategi 4:



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bfunis Kegtatau Keluaran {AutpuQ

Target dan
Tahun

Peucapaiaa

Penangguug
Jawab

KementeriaalLembagal

Pihak Pendukung

Strategi 4: Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC

a. Advokasi untuk
pelaksanaan
penelitian dan
pengembangan di
bidang
Penanggulangan
TBC;

Melakukan
advokasi atau
mobilisasi
pendanaan untuk
riset dan inovasi
di bidang TBC
dari berbagai
institusi di dalam
dan luar negeri.

Tersedianya dukungan
anggaran untuk riset
dan inovasi serta
pemanfaatan hasil
riset untuk percepatan
Eliminasi TBC.

Tahun
2022-2023

Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset, dan
Teknologi

Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Riset
dan Inovasi Nasional, dan Pemangku
Kepentingan.

SK No 045554C

b.Fasilitasi...
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REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bfunis Kegiatau Keluaraa |0ufilruQ

Target dan
Tahun

Pencapaiau

Penanggung
Jawab

Kemeuterian/Ie mbagal

Pihak Pendukung

b. Fasilitasi
penelitian dan
pengembangan
untuk
mendukung
Penanggulangan
TBC;

Mendukung riset
dan inovasi serta
pemanfaatan hasil
riset untuk
mendukung
percepatan
Eliminasi TBC.

1. Tersusunnya
jalan riset
lnovasl
mendukung
percepatan
Eliminasi TBC

peta
dan

yang

Target
tahun 2022:
1 dokumen

Badan Riset dan
Inovasi Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Sekretariat Kabinet, Badan Pusat Statistik,
dan Pemangku Kepentingan.

2. Tersusunnya
pemetaan inovasi
teknologi, obat, dan
vaksin dalam
mendukung
percepatan
Eliminasi TBC.

Target
tahun 2023
1 dokumen

Badan Riset dan
Inovasi Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional lBadan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Sekretariat Kabinet, Badan Pusat Statistik,
dan Pemangku Kepentingan.

SK No 045555 C

3. Terlaksananya . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Blsnis Kegiatau Keluaran lOutpufl
Target dan

Tahun
Peucapaiau

Penanggung
Jawab

Kemeuterian/I,e mbryal

Pihak Pendukung

3. Terlaksananya
kegiatan riset dan
inovasr untuk
mendukung
percepatan
Eliminasi TBC.

Setiap
tahun

Badan Riset dan
Inovasi Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian
Kesehatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, dan Pemangku
Kepentingan.

4. Tersedianya riset
pengembangan
vaksin penyakit
TBC.

Setiap
tahun

Badan Riset dan
Inovasi Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi.

SK No 045556 C

Strategi 5:



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Prosee Bisnis Keglatan Keluaran loluf,luQ

?arget dao
Tahua

Fencapaian

Penaaggung
Jawab

Kementeriau/Lembagal

Pihak Pendutung

Strategi 5: Penlngtatan Pcratr Serta KoEuDitas, PeDangku Kepcnthgatr, da! Uultilektor Laialya &[em Peralggulalgall TBC

a. Pembentukan
wadah kemitraan;

Memastikan
keterlibatan
Pemangku
Kepentingan
dalam
perencanaan dan
penganggararl,
serta pelaksanaan
kegiatan untuk
percepatan
Elimiansi TBC di
tingkat pusat dan
daerah.

1. Terselenggaranya
forum koordinasi
teknis pelaksanaan
antar kementerian
dan lembaga.

Minimal
satu kali
setiap
tahun

Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan

Kementerian Kesehatan, Kementerian
PembangunanPerencanaan

Nasional/Badan
Pembangunan Nasional,
Kabinet.

Perencanaan
dan Sekretariat

SK No 045557 C

2. Terselenggaranya . .
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Prosee Bisnis Kegiatan Keluaran l(httpuQ
Target dalr

Tahun
Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pihak Pendukung

2. Terselenggaranya
forum koordinasi
dengan Pemangku
Kepentingan.

Minimal
satu kali
setiap
tahun

Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan

Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Sekretariat Wakil
Presiden Kementerian Sekretariat Negara,
dan Pemangku Kepentingan.

b. Mendorong
keterlibatan
dalam
Penanggulangan
TBC mulai dari
perencanaan,
pendanaan, dan

Meningkatkan
upaya
pemberdayaan
masyarakat untuk
pencegahan dan
pengendalian
TBC.

1. Tersusunnya
pedoman pelibatan
masyarakat dalam
pencegahan dan
pengendalian
penyakit TBC.

Target
tahun 2022:
1 pedoman

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

SK No 003243 C

pelaksanaan
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lOutputl
Target dan

Tahun
Peucapaiaa

Penaaggung
Jawab

Kerenterian/Lembagal

Pihak Peadukung

pelaksanaan,
serta pemantauan
dan evaluasi
dalam rangka
peningkatan
sumber daya yang
dibutuhkan;

2. Terlaksananya
kegiatan
pen5ruluhan,
penemuan/
penjangkauan
kasus TBC,
pendampingan
minum obat,
advokasi, dan
pemberian umpan
balik pelayanan TBC
yang didukung oleh
masyarakatf organi
sasi masyarakat.

Setiap

tahun
Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian
Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenfkota, organisasi masyarakat,
dan mantan pasien.

SK No 003227 C

3.Jumlah...
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Proses Bisnis Keglatan Keluaran lor,fipuQ

Target dan
Tahun

Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pihak Pendukung

3. Jumlah
kabupaten/kota
yang melaksanakan
aksi percepatan
Eliminasi TBC

secara terintegrasi.

Target

2024:

seluruh
kabupaten/
kota

Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Kesehatan, Sekretariat Wakil Presiden

Kementerian Sekretariat Negara,

Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

SK No 003244C

4. Tersedianya
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran l0l*;filrufi

Target dan
Tahun

Pencapaian

Penanggurg
Jawab

I[emeateriaa/ Lemb aga I
Pihak Pendutung

4. Tersedianya
kebijakan
pemanfaatan Dana
Desa untuk
percepatan
Eliminasi TBC.

Target
tahun 2022:
1 (satu)
kebijakan

Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

5. Tersusunnya sistem
penandaan output
dan anggaran yang
mendukung
percepatan
Eliminasi TBC di
tingkat
kabupaten/kota.

Target
tahun 2022:
1 pedoman/
kebijakan

Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SK No 045561 C

6. Persentase
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koses Bisnis Kegiatan Keluaraa JchttpuQ

Target dau
Tahun

Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kementeriaa/LembagaI

Pihak Pendukung

6. Persentase desa
yang
mengalokasikan
Dana Desa untuk
intervensi
percepatan
Eliminasi TBC.

Target
tahun 2024
8Oo/o

Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, dan pemerintah
desa.

7. Persentase desa
yang mendapatkan
pembinaan kader
pembangunan
kesehatan desa dari
kabupaten/kota.

Target
tahun 2024:
SOYo

Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi
dan Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota, dan pemerintah desa.

SK No 003241 C

8.Tersedianya...
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lfufipu$
Target dau

Tahun
Peucapaian

Penanggung
Jawab

Kementeriau/t,e mbagal

Pihak Pendukuag

8. Tersedianya

fasilitasi
harmonisasi
kebijakan
Pengurangan stigma
dan diskriminasi
pada populasi risiko
tinggi TBC dan
populasi rentan.

Target

tahun 2022
1 kebijakan

Kementerian
Hukum dan
HAM

Kementerian Perencanaan

Nasional/Badan
Pembangunan Nasional,

Kesehatan, dan
Ketenagakerjaan.

Pembangunan

Perencanaan

Kementerian
Kementerian

SK No 003242 C

Strategi 6:
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Proscs Bisnis Kegiaten Keluaran lht@utl
Target dan

Tahua
Pencapaiau

Penangguag
Jawab

Kemeaterian/Lemba;ga|

Pihak Pendukung

Strategi 6: Penguatan Manajemen Program

a. Penguatan fungsi
perencanaan dan
pemantauan
program;

1. Tersusunnya
analisis
kebutuhan dan
rencana
pemenuhan
ketenagaan
terkait upaya
percepatan
Penanggula-
ngan TBC
secara berkala.

Tersedianya tenaga
pengelola program dan
tenaga kesehatan yang

terlatih sesuai dengan

standar ketenagaan

yang ditentukan.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

SK No 045564C

2. Melakukan
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran l0utputl
Target daa

Tahun
Feucapaian

Penaaggung
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pihak Pcndukung

2. Melakukan
perencanaan,
pemantauan,
darr analisis
ketersediaan
logistik TBC di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Daerah, dan
nonpemerintah.

Tersediarrya
kebutuhan logistik
program
Penanggulangan TBC
di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah
Pusat, Pemerintah
Daerah, dan
nonpemerintah.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi,

dan Pemerintah Daerah kabupaten I kota.

SK No 045565 C

3. Membuat .



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA
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Prosee Bisnis Kegiatau Keluaran lOutpuQ

Target dan
Tahun

Peneapaian

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pihak Pendukung

3. Membuat
laporan
tahunan
kemajuan
Penanggula-
ngan TBC
setelah
mendapatkan
tanggapan dari
Pemangku
Kepentingan
dan
multisektor.

1. Terselenggaranya

koordinasi
perencanaan,

penganggaran,

pemantauan dan
evaluasi Percepatan

Eliminasi TBC.

Minimal 1

(satu) kali
setiap

tahun

Kementerian
Perencanaan

Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan

Pembangunan
Nasional

Kementerian Keuangan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretariat
Wakil Presiden Kementerian Sekretariat
Negara, dan Badan Pusat Statistik.

SK No 003245C

2. Persentase
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Prosee Bisnis Kegiatan Keluaran (OutpuQ
Target dan

Tahun
Pencapaian

Penaaggung
Jawab

Kementerian/Lembaga|

Pihak Peadukung

2. Persentase
kabupaten/kota
yang memiliki
kinerja baik dalam
percepatan
Eliminasi TBC.

Target
tahun 2024
SOYo

Kementerian
Dalam Negeri
dan
Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Sekretariat Wakil
Presiden Kementerian Sekretariat Negara,
Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

3. Publikasi data TBC
tingkat
kabupaten/kota.

2 (dua)
publikasi
setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

SK No 003246C

4.Tersedianya...



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Proses Bfunis Keglatan Keluaran lOtrpufN,

Target dan
Tahua

Peneap+ian

Penanggung
Jawab

Kementerian/ I,emb aga, I
Pihak Pendulrung

4. Tersedianya sistem
data informasi
terpadu
pemanfaatan NIK
sebagai kode unik
untuk integrasi
sistem.

Target
tahun 2022

Tersusun-
nya
instrumen
hukum
terkait
optimalisasi
penggunaan
NIK untuk
penanganan
pasien TBC

Kementerian
Dalam Negeri

dan
Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Badan Pusat
Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten f kota, dan Pemangku
Kepentingan.

SK No 045.s58 C

5. Tersedianya .
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Proses Bisnis Kegietan Keluaraa lOufilluQ

?arget dan
Tahun

Pencapaian

Penanggurg
Jawab

Kementeriaa/Lembagl|

Pihak Pendukurg

5. Tersedianya

dukungan sarana
dan prasarana
sekaligus tenaga

untuk
pengembangan

sistem dan
informasi terpadu.

Target

tahun 2022:
100 o/.

fasilitas
kesehatan
dilengkapi
komputer
untuk
Sistem

Informasi
TBC

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Badan Pusat

Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten f kota, dan Pemangku

Kepentingan.

SK No 045569 C

b. Penguatan



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63 -

hoses Bfunfu Kegiatan Keluaran pu@rui
Target dan

Tahun
Peneapalau

Penanggung
Jawab

Kementeriaa/Lembage|

Pihak Pendukung

b. Penguatan
kapasitas sumber
daya manusia
dalam pengelolaan
program
Penanggulangan
TBC;

1. Penyediaan
tenaga terlatih
dalam
pengelolaan
program
Penanggulang-
an TBC dan
penyediaan

tenaga
kesehatan di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan.

1. Tersedianya
standarisasi dan
kurikulum untuk
tenaga kesehatan
dalam tata laksana
dan pengelolaan
program TBC.

Target
tahun
2022:
pedoman

1

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan
Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah
kabupate n f kota, dan Pemangku
Kepentingan.

s-i!( l.lo 045570 C

2. Tersedianya
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Proses Bfuais Kegiatan Keluaraa lontf,lrui

Target daa
Tahun

Peucapaian

Penanggurg
Jawab

Kemeaterian/Lembaga|

Pihak Pendukung

2. Tersedianya sistem
pengembangan

metode
pembelaj aran f
peningkatan
kapasitas dengan
pemanfaatan
teknologi seperti

e-learning.

Target

tahun 2O2l
1 sistem

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan
Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, dan Pemangku

Kepentingan.

SK No 045571 C

3.Tersedianya...
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lOttdlrutl

?arget dan
Tahun

Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kenenteriar/Iembagal

Pihak Pendukung

3. Tersedianya
pemantauan
kinerja tenaga

kesehatan melalui
online assessmen/.

Target

tahun 2022
1 pedoman

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten f kota, dan Pemangku

Kepentingan.

2. Pemetaan

tenaga

kesehatan

secara rutin.

Setiap

tahun
Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten f kota, dan Pemangku

Kepentingan.

Tersedianya database
ketenagaan program
pengendalian TBC.

SK No 445572C

3. Perencanaan
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lOutputl
Target dan

Tahun
Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kemeuterian/Lembagal

Pihak Pendukung

3. Perencanaan
dan
penganggaran
kegiatan
pelatihan bagi
tenaga dalam
pengelolaan
program
Penanggula-
ngan TBC dan
tenaga
kesehatan di
tingkat
kabupaten/
kota.

Tersedianya rencana
pengembangan sumber
daya manusia terkait
akselerasi
Penanggulangan TBC
di tingkat kabupaten/
kota.

Setiap 3
tahun sekali

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten f kota, dan Pemangku
Kepentingan.

SK No 003222 C

4. Memastikan .
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Proses Bisnis Keglatan Keluaran lolupuq
Target dan

Tahun
Feueapaian

Penaagguag
Jawab

Kementerian/Lembaga|

Pihak Pcndukung

4. Memastikan
materi
mengenai TBC

terintegrasi
dalam semua

kurikulum
pendidikan
tenaga

kesehatan.

Tersedianya pedoman
pen5rusunan materi
tentang TBC dalam
kurikulum pendidikan
tenaga kesehatan.

Target
tahun
2022:
1 pedoman

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan
Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten f kota, dan Pemangku
Kepentingan.

SK No 045574C

c. Penguatan
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Proses Bisnis Kegiatau Keluaran lOutputl
Target dan

Tahun
Pencapaian

Penaaggung
Jawab

Kerenteriau/Lembagal

Pihak Peadukung

Penguatan sistem
pendanaan TBC;

C 1. Memperkuat
kapasitas
pendanaan
pelayanan
kesehatan
masyarakat
terkait obat
anti TBC,
sistem
transportasi
spesimen, dan
reagen alat
diagnostik

1. Tersedianya
pedoman
pengelolaan
Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
dalam APBD guna
mendukung
percepatan
Eliminasi TBC
secara terintegrasi.

Target
tahun 2O2l
1 pedoman

Kementerian
Dalam Negeri
dan Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional lBadan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupaten I kota.

SK No 003223 C

dianggarkan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69 -

Proses Bisnis Kegiatan Keluaran lOufilra$

?arget dan
Tahua

Pencapaiau

Penanggung
Jawab

Kereeuterian/Iemba;ga.l

Pihak Pendukung

dianggarkan
melalui
program
nasional.

2. Tersedianya peta
jalan dan kajian
potensi
pemanfaatan
belanja strategis
untuk mendukung
percepatan
Eliminasi TBC.

Target
tahun 2O2l:
1 dokumen

Kementerian
Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan
Pemangku Kepentingan.

,'ll( i'jo C4557f-: il

2. Pendanaan
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Proses Bisnis Kegiatan Keluaran ]&t@ui
Target dan

Tahua
Peneapaiau

Penangguag
Jawab

2. Pendanaan
pelayanan
kesehatan
perseorangan
pasien TBC

dibebankan
kepada
pendanaan
jaminan
kesehatan.

Tersedianya dukungan
pendanaan layanan
rujukan diagnosis dan
pengobatan pasien

TBC.

Target

Tahun
2022:

1 regulasi

Badan
Penyelenggara

Jaminan Sosial

Kesehatan

Kementerian Ke sehatan.

Kementerian/Lemba3al

Pihak Pendukung

SK No 045577 C

d.Penguatan...
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaraa l&fiputl
?arget dan

Tahua
Pencapalaa

Penaaggung
Jawab

Kemeateriaa/Lembage[

Pihak Pendukung

d. Penguatan sistem
manajemen
pengelolaan obat
TBC;

1. Menyediakan
seluruh
kebutuhan
obat TBC yang
diperlukan
dalam
mencapai
target Eliminasi
TBC, termasuk
obat untuk
terapi
pencegahan
TBC.

1. Tersusunnya
perencanaan
kebutuhan logistik
obat TBC.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, dan Pemangku
Kepentingan.

2. Tersedianya peta

pengadaan logistik
obat TBC oleh

daerah atau pusat.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenf kota, dan Pemangku

Kepentingan.

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah kabupatenfkota, dan Pemangku

Kepentingan.

3. Tersedianya
jaminan
obat TBC

logistik
yang

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

SK ItJo 045578 C

efektif,
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Proses Bfunis Keglataa Keluaraa lotufita;q

Target dan
Tahua

Peneapaian

Peaanggung
Jawab

Kementeriaa/Lembalga,l

Pthak Pendulrung

efektif, dengan

mempertimbangkan
jumlah yang cukup,
harga yang
kompetitif, serta

memenuhi standar
kualitas dan waktu
pengiriman.

4. Terlaksananya
sistem penerimaan
dan penyimpanan
logistik obat TBC.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, dan Pemangku

Kepentingan.

sK tJo 0455".19 e

5. Terlaksananya . .
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Proses Bisris Kegiatan Keluaraa l0ufilrutl
Target daa

Tahun
Peaeapaian

Peraaggurg
Jawab

Kementerian/t embaga/

Pihak Pendukung

5. Terlaksananya
logistik obat TBC
dengan
memperhatikan
aspek keamanan,
mutu, dan manfaat.

Setiap
tahun

Kementerian
Kesehatan

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, dan Pemangku

Kepentingan.

SK No 045580 C

2. Penjaminan
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koses Blsnis Kegiatan Keluaran (Ou@rrttl
Target dan

Tahun
Pencapaian

Peu.aaggurg
Jawab

Kemerterian/Lembaga|

Pihak Pendukung

2. Penjaminan
mutu obat
untuk
pengobatan
TBC.

Terlaksananya
pemantauan
obat anti TBC
beredar.

mutu
yang

Setiap
tahun

Badan Pengawas

Obat dan
Makanan

Kementerian Kesehatan, Industri Farmasi
Nasional, Asosiasi Profesi, dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

SK No 045581 C

3. Mendorong. . .
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Proses Bisais Keglatau Keluaran l(}ttfilrutl
Target dan

Tahun
Peneapeian

Penanggung
Jawab

Ke meuterian / I,e reb a;ga I
Pihak Pendukung

3. Mendorong

produksi obat

TBC di dalam

negeri yang

bermutu dan

terjangkau.

Terpenuhinya

kebutuhan obat anti
TBC lini pertama dan

lini kedua dari sumber

daya di dalam negeri

dengan harga yang

setara atau lebih

murah dibanding
harga di tingkat global.

Target

tahun 2023:

Seluruh
kebutuhan
obat anti
TBC lini
pertama

(dailg dose)

dipenuhi
dari dalam

negeri

Kementerian

Badan Usaha

Milik Negara

Kementerian Kesehatan, Kementerian

Keuangan, dan Industri Farmasi Nasional.

*11 l'io C'1:5582 C

4. Menyederhana- . .
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Proses Bfunis Kegiatan Keluaran l0ufilrutl
Target daa

Tahun
Pencapaiaa

P+uanggurg
Jawab

Kementerian/t emba;ga|

Pihak Pendukung

4. Menyederhana-
kan tata aturan
pengadaan
obat dan
sarana
diagnostik TBC
yang belum
dapat
diproduksi di
dalam negeri
sesuai asas
efisiensi
anggaran.

Tersedianya kebijakan
penyederhanaan tata
aturan pengadaan obat

dan sarana diagnclstik
yang belum bisa

diproduksi di dalam

negeri.

Tahun
2022:

1 kebijakan

Kementerian

Kesehatan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

dan Kementerian Keuangan.

-sK No 045583 C

e Peningkatan



FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77 -

Proses Bisnis Keglatau Keluaraa lOufilrutl

Target daa
Tahun

Peueapaiau

Peaaaggung
Jawab

Kementerian/Lembaga|

Pihak Pendukung

e Peningkatan

motivasi

dukungan
Penanggulangan

TBC.

1. Pemberian

penghargaan

kepada

Pemerintah

Daerah dengan

kinerja terbaik
dalam
Penanggula-

ngan TBC.

Tercapainya target

Penanggulangan TBC

di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

Setiap

tahun
Kementerian

Kesehatan

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Sekretariat Negara.

dan

SF. trlo 0-15584 C

2. Pemberian



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78 -

Proses Bisais Kegiatau Kelrraran lolufilrutl

Target daa
Tahun

Peacapeiaa

Peranggung
Jawab

Kemeuterian/t emb"g"/

Pihak Pendukung

2. Pemberian

penghargaan

kepada

Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan dan

kader

kesehatan yang

berkontribusi
besar terhadap

Penanggulang-

an TBC di

Tercapainya seluruh
indikator kinerja dan

manajerial kegiatan

Penanggulangan TBC

untuk Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

serta indikator kinerja
individual bagi kader

kesehatan.

Setiap

tahun
Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah provinsi
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

dan

Si'i Nlo 04558-( C

wilayahnya . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-79 -

Proses Bfunis Kegiatan Keluaran lOutputl
Target dau

Tahun
Pencapaian

Penanggung
Jawab

Kementerian/Lembagal

Pihak Pendukung

wilayahnya

3. Pemberian
penghargaan
kepada
Lembaga non-
pemerintah
maupun
perseorangan
yang
berkontribusi
besar dalam
pencapaian
target

Tercapainya kriteria
kontribusi yang

diharapkan dalam
pencapaian target

Penanggulangan TBC

di tingkat nasional dan

daerah.

Setiap

tahun
Kementerian
Kesehatan

Kementerian Sekretariat Negara,

Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SK No 003224C

Penanggulang-



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

_80 _

Proses Bisnis Kcgietan Keluaraa lOutpuQ

Target dan

Tahun
Peucapatan

Peaanggung
Jawab

Kemeateriaa/Iembagal

Pihak Pendu&ung

Penanggulang-

an TBC.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRE"TARIAT NEGARA
BLIK INDONESIA

undangan dan
Hukum,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SK No 045696C

Djaman

JOKO WIDODO


